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ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang “Penggunaan Surat Kabar Suara Merdeka Sebagai
Media Komunikasi Politik pada Pemilu 1999”. Iklan politik merupakan suatu
bentuk pemasaran politik yang dibuat dengan tujuan menaikkan popularitas yang
diiklankan. Iklan politik adalah salah satu bagian dari komunikasi politik dan juga
tidak akan lepas dari komunikasi massa. Sarana yang digunakan dalam
komunikasi massa adalah media massa yang salah satunya adalah surat kabar.

Surat kabar Suara Merdeka terbit sejak 11 Febuari 1950 dan dalam
perkembangannya perusahaan pers tersebut selalu meningkat. Tingginya oplah
Suara Merdeka di era 1990-an menjadikan koran tersebut mendominasi industri
surat kabar di Jawa Tengah, khususnya kota Semarang. Eksistensinya di masa itu
menjadikan partai politik memilih melakukan komunikasi massa dalam Suara
Merdeka.

Bentuk komunikasi politik dalam Pemilu 1997 dan 1999 memiliki
perbedaan yang signifikan. Pemilu 1997 tidak muncul iklan politik dalam surat
kabar Suara Merdeka, komunikasi politik parpol hanya melalui advertorial. Hal
ini memberikan peluang partai pemerintah yang menduduki masa itu, yaitu
Golkar, untuk tetap melakukan komunikasi politik agar tetap bertahan seperti
posisi pada Pemilu sebelumnya. Berbeda dengan Pemilu pertama pascareformasi
yaitu pada tahun 1999, dilatarbelakangi munculnya Undang-Undang No. 40
Tahun 1999 tentang pers yang membawa kebebasan pers. Munculnya undang-
undang ini berdampak pada masa kampanye Pemilu 1999, dalam Surat kabar
Suara Merdeka mulai di isi dengan iklan-iklan poltik.

Perolehan suara Golkar dalam Pemilu Orde Baru di Kota Semarang selalu
jauh lebih unggul dibandingkan partai rivalnya. Akan tetapi, dengan munculnya
iklan politik dalam surat kabar Suara Merdeka pada Pemilu 1999, menjadikan
PDIP yang baru pertama kali mengikuti Pemilu dapat memperoleh suara tertinggi
di Kota Semarang. Hal tersebut menunjukan bahwa penggunaan iklan politik
memiliki efektivitas pada perolehan suara Pemilu, seperti memengaruhi pemikiran
masyarakat pembaca terhadap partai pilihannya.
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ABSTRACT

This under graduate thesis is discussing about “The Use of Suara Merdeka
Newspaper as Communication Media in the 1999 Election”. Political advertising
is a form of political marketing which is made to increase the popularity. Political
advertising is a part of political communication related to mass communication.
The medium of mass communication is mass media, one of them is newspaper.

Suara Merdeka which has been published since 11* February 1950 and its
development is always increasing. The high circulation of Suara Merdeka in the
1990s made the newspaper dominating the newspaper industry in Central Java,
especially in Semarang. Its existence at that time made political parties choose to
make mass communication in Suara Merdeka.

The political communication form in the 1997 and 1999 elections has
significant difference. In 1997 election, there is no political advertising in Suara
Merdeka, there is only advertorial of political advertising. This thing provided an
opportunity for the government party that occupied the period, Golkar, to
continue to carry out political communication to stay as in the previous election
place. Different with the first post reformation election in 1999, based on
“Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 about press, which brought freedom to
press. The emergence of this law had an impact on the 1999 election campaign
period which the political advertising began to show in Suara Merdeka.

The vote of Golkar in the New Order election in Semarang had been always
higher than its rivals. However, with the appearance of political advertising in
Suara Merdeka in 1999 election, made PDIP which was first time participating in
the election can get the highest vote in Semarang. It shows that the use of political
advertising has an effectiveness in the electoral vote, as it influences the thinking
of the readers towards the party of their choice.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan
Pers sebagai salah satu subsistem komunikasi politik mendapatkan posisi yang
kurang menguntungkan pada era Orde Baru. Kebebasan pers terbatas dengan
dikeluarkannya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUP), yang sewaktu-waktu
bila dianggap merugikan penguasa dapat dicabut dengan mudah. Pada masa
pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto setiap melakukan pembredelan
mengatasnamakan sebagai Demokrasi Pancasila, akibatnya Demokrasi Pancasila
dikritik sebagai mekanisme kekuasaan yang tidak demokratis. Asas Demokrasi
Pancasila yaitu: Pertama, kemerdekaan pers harus diartikan sebagai kemerdekaan
untuk mempunyai dan menyatakan pendapat dan bukan sebagai kemerdekaan
untuk memperoleh alat-alat dari expression seperti dikemukakan oleh negara-
negara sosialis. Kedua, pers tidak mengundang lembaga sensor preventif. Ketiga,
kebebasan bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak bersyarat
sifatnya. Keempat, kebebasan merupakan suatu bentuk yang memiliki batas-batas
tertentu, dengan syarat-syarat liminatif dan demokrasi. Kelima, kemerdekaan pers
dibimbing oleh rasa tanggung jawab dan membawa kewajiban-kewajiban untuk
pers yang disesuaikan dengan tugas pers sebagai kritik adalah negatif dalam
karakternya juga positif sifatnya.’

Tidak hanya media yang mendapatkan keterbasan kebebasaannya pada masa
Orde Baru, yang notabene Golkar mendominasi kekuasaan di Republik Indonesia,
warga sipil juga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Golongan Karya
(Golkar) yang ditopang oleh pandangan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) yang mampu masuk ke celah-celah kehidupan sosial politik dan

ekonomi. ABRI pada penghujung masa pemerintahan Orde Baru tampil sebagai

Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila
(Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1987), him. 155.



golongan politik yang mempunyai pengaruh kuat di luar fungsi utamanya sebagai
alat pertahanan dan keamanan negara.?

Golkar selalu sukses meraup suara tertinggi selama penyelenggaraan Pemilu
sebelum tahun 1999, yaitu pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992. Kesuksesan ini
bertambah setelah pada Pemilu 1997, Golkar mampu memantapkan kembali kursi
kepemimpinan di Indonesia. Akan tetapi pada tahun 1999, kekuasaan selama 32
tahun ini harus tumbang dan memaksa pemerintah penggantinya menggelar
Pemilu yang lebih jujur dan adil.?

Pemilu 1997 di Kota Semarang diawali dengan kampanye besar-besaran
yang digelar Golkar di lapangan PRPP Tawangmas. Mbak Tutut, putri sulung
Presiden Soeharto tampil dalam orasi di ruang publik bersama dengan beberapa
petinggi partai berlambang pohon beringin ini.* Sementara pada pelaksanaan
Pemilu 1999, giliran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tampil
sebagai peraih suara tertinggi di Kota Semarang. Keberhasilan mengungguli
Golkar yang berkuasa selama tiga dekade lebih ini, menjadi bukti perubahan
dinamika perpolitikan di Indonesia, Jawa Tengah, dan di Kota Semarang sebagai
ibu kota provinsi.

Pada Pemilu 1999, yang berlangsung pada era Reformasi, penggunaan
iklan-iklan politik semakin masif bertebaran di berbagai media massa khususnya
surat kabar. Tidak terkecuali yang terjadi di Kota Semarang melalui surat kabar
tertuanya Suara Merdeka. Surat kabar yang terbit sejak 11 Februari 1950 ini
menjadi salah satu corong kampanye maupun pemasaran politik ideal pada
penghujung abad ke-20 ini.

Atas dasar posisi, peran, dan fungsi-fungsi politik dari partai politik pada

masa tersebut, maka penulis hendak menyoroti penggunaan iklan-iklan politik

Harsutejo, Kamus Kejahatan Orba Cinta Tanah Air dan Bangsa (Jakarta:
Komunitas Bambu, 2010), him. 8-9.

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia VI:
Zaman Jepang dan Zaman Republik (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), him. 663.

*<Jateng-Jatim Prioritas Kenaikan Suara Golkar: Mbak Tutut Awali
Kampanye di PRPP, Besar Berkat Dukungan Warga NU”, Suara Merdeka, 28
April 1997, him. 1.



pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar pada tahun 1999. Iklan-iklan yang
bertebaran dan tercetak dalam media massa surat kabar menjadi sumber utama
dalam skripsi ini. Iklan-iklan politik sebagai bagian dari kampanye digunakan
untuk menarik minat warga pemilih, seakan-akan menjadi media ampuh untuk
memengaruhi perolehan suara partai penguasa.

Oleh sebab itu, karena belum adanya karya historiografi yang sesuai dengan
penjabaran latar belakang di atas, maka penulis ingin menganalisis lebih
mendalam penggunaan iklan-iklan politik dalam surat kabar Suara Merdeka di
Kota Semarang pada peristiwa penyelenggaraan Pemilu 1999. Pemilu ini dipilih
berdasarkan keunikannya, karena selain waktu penyelenggaraannya yang
berdekatan hanya berselang dua tahun dari Pemilu 1997, dua Pemilu ini juga
menjadi batas transisi kekuasaan dari era Orde Baru menuju era Reformasi.
Adapun permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah menemukan
bagaimana simbosis-mutualisme antara media dengan partai politik yang
menggunakan media massa sebagai sarana dalam meraih suara pemilih.

Untuk memandu menjawab pemasalahan tersebut, maka penulis
mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana komunikasi politik pada Pemilu 1997 dan 1999 dalam surat
kabar Suara Merdeka?
2. Peraturan apa saja yang menjadi landasan komunikasi politik pada Pemilu

1997 dan 1999?

3.  Bagaimana dampak komunikasi politik pada Pemilu 1997 dan 1999

terhadap hasil perolehan suara?

B. Ruang Lingkup Penelitian
Penulisan sejarah akan menjadi lebih terarah jika dilengkapi dengan perangkat
pembatas, baik temporal, spasial, maupun keilmuan, sehingga sejarawan mampu

memberikan batasan narasi ke dalam satu unit kesatuan yang jelas.> Skripsi ini

>Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 130.



akan membatasi secara temporal narasi komunikasi politik mulai saat kampanye
Pemilu 1997 yang dimuat dalam surat kabar Suara Merdeka. Selain itu, pada
tahun 1998 merupakan menyusutnya masa Orde Baru ditandai dengan turunnya
jabatan Presiden Soeharto. Tahun ini merupakan awal mula terciptanya negara
demokrasi sebenarnya.

Sementara batas temporal akhir hingga pengumuman hasil perhitungan
suara Pemilu 1999 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat pada 26 Juli 1999.
Puncaknya beberapa partai besar menggelar syukuran atas hasil Pemilu 1999.
Salah satu partai pemenang Pemilu pada tahun tersebut adalah Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP). “PDIP gelar tahlilan di kantor Pantai Marhaen™®
Pada berita tersebut terlihat perubahan kekuasaan yang sangat signifikan, di mana
awalnya Golkar mendominasi hasil perolehan suara pada tahun-tahun
sebelumnya, namun pada tahun 1999 justru PDIP yang berhasil memenangkan
Pemilu. Pemilihan batas temporal ini tidak lepas dari pandangan penulis yang
ingin mencoba menganalisis dinamika penggunaan iklan-iklan politik selama dua
Pemilu di Kota Semarang yang menjadi ujung kekuasaan Orde Baru dan awal era
Reformasi di Indonesia.

Secara spasial, penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan iklan-iklan
politik Pemilu 1999 yang dimuat oleh surat kabar Suara Merdeka dan beredar di
Jawa Tengah. Pemilihan kota ini tidak lepas dari posisi dan peran Kota Semarang
sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan posisinya yang strategis ini, tentu
akan banyak penggunaan iklan-iklan politik yang bertebaran di seluruh sudut kota
dalam berbagai bentuk.

Selain pembatasan temporal dan spasial, penelitian ini juga memiliki
batasan secara keilmuan. Penelitian mengenai komunikasi politik dapat
dikategorikan ke dalam sejarah politik. Akan tetapi, sejarah politik yang akan
dinarasikan dalam skripsi ini adalah sejarah politik gaya baru menurut Sartono

Kartodirdjo. Sejarah politik gaya baru akan memaparkan narasi yang tidak selalu

S<pDI Perjuangan Tahlilan di Panti Marhaen”, Suara Merdeka, 28 Juli 1999,
him. 2.



berbau perilaku penguasa, peperangan, maupun perebutan hegemoni kekuasaan
belaka.” Sejarah politik ini akan menampilkan narasi lain yang menempatkan para
aktor politiknya yang bergerak menggunakan berbagai macam media informasi
guna merebut simpati publik sesuai dengan kebijakan partai politik di Jawa
Tengah dalam meluaskan pengaruh dan menarik simpati masyarakat. Politik di
sini diartikan sebagai cara partai politik meraup dukungan masyarakat melalui
berbagai media, salah satunya adalah media cetak. Skripsi ini berfokus pada
komunikasi politik yang dimuat oleh surat kabar Suara Merdeka pada era

menjelang Reformasi dan pascareformasi.

C. Tujuan Penelitian
Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas,
penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus
analisis sebagai berikut.

Pertama, mengetahui isi dan bentuk komunikasi politik, serta dapat
menjelaskan perbedaan bentuk komunikasi politik pada Pemilu 1997 dan 1999
yang terdapat pada surat kabar Suara Merdeka. Kedua, dapat menjelaskan
peraturan-peraturan yang mengatur tentang komunikasi politik dalam media
massa saat Pemilu 1997 dan 1999. Ketiga, mendeskripsikan dampak penggunaan
komunikasi politik dalam media massa terhadap hasil perolehan suara yang
didapatkan oleh partai-partai politik peserta Pemilu 1997 dan 1999.

D. Tinjauan Pustaka

Studi mengenai Kota Semarang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dari
berbagai disiplin ilmu. Dalam skripsi ini tidak semua studi itu akan dibahas dalam
bagian ini. Akan tetapi, pembahasan hanya berfokus pada beberapa studi penting

dan relevan mengenai dinamika kepartaian yang terjadi di tingkat nasional

’Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 149-150.



maupun lokal. Sebagian besar studi-studi ini ditulis oleh akademisi di bidang
politik, sementara sisanya ditulis oleh sejarawan akademisi.

Tinjauan pustaka yang pertama dalam bentuk buku saku berjudul Aksi
Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi karya Ariobimo Nusantara, Masri Sareb
Putra, dan Sudarmanto. Buku saku berukuran kecil ini menarasikan gerakan-
gerakan mahasiswa melalui berbagai media sezaman. Surat kabar dan gerakan
demonstrasi yang dinarasikan secara terpisah-pisah oleh para penulis sebagai
ungkapan memori dan fakta aktual peristiwa tumbangnya dua rezim besar di
Indonesia, digambarkan begitu padat, jelas, dan ringkas. Ketiga penulis ini
mampu menggambarkan situasi Indonesia sejak era Orde Lama hingga masa awal
Reformasi di Indonesia.

Peran mahasiswa yang begitu aktif mengontrol jalannya kekuasaan
pemerintahan pada masa itu menjadi titik fokus pada buku ini. Mahasiswa
menunjukkan kapasitasnya sebagai agen kontrol sosial dengan turut serta
menyuarakan aspirasi rakyat yang tertindas. Relevansi buku ini terletak pada
penggunaan sumber penulisan dari bahan-bahan dokumentasi di berbagai koran
lokal, nasional, maupun internasional yang disarikan dalam rangkuman narasi
menuju Reformasi yang sangat komprehensif.

Surat Kabar dalam buku ini memainkan peran penting untuk menyadarkan
rakyat Indonesia pada masa itu. Surat kabar menjadi salah satu sarana untuk
mengungkapkan kekecewaan, sekaligus kerinduan akan pemerintahan baru yang
bersih dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Akan tetapi, di balik
sisi keringkasan dan kesingkatannya dalam bercerita dan berbagi pengalaman
menuju Reformasi yang dikemas dengan sangat efisien tersebut, buku ini
menyimpan catatan kelemahan.

Sudut pandang mahasiswa yang hanya melihat permasalahan menuju
Reformasi Indonesia, sebagian besar hanya berisi hujatan terhadap kekuasaan
Orde Baru yang terlihat despotik. Meskipun seharusnya, bila menggunakan

sumber penulisan dari beragam koran, tentunya informasi yang dibagikan bisa



beragam, sehingga pembaca memahami duduk persoalan penyebab Reformasi
lebih terperinci dan komprehensif.®

Pustaka kedua merupakan buku berjudul Pers di Masa Orde Baru karya
David T Hill.° Dalam buku tersebut dijelaskan sejarah latar belakang pers di
Indonesia. Kajian dalam buku tersebut lebih membahas mengenai perkembangan
pers di masa Orde Baru, dipusatkan pada periode pemerintah menjalankan aksi
antipers. Pada masa Orde Baru, peran media dialihfungsikan sebagai sarana
propaganda pemerintah untuk menggerakkan pembangunan nasional. Pengawasan
dari penguasa di masa itu sangat memengaruhi media pers, sehingga hal ini
berdampak pada kehidupan pers yang seharusnya memiliki kebebasan yang sudah
ada dalam peraturan, namun realitanya digunakan sebagai ruang gelar kekuasaan
oleh struktur yang mendominasi masa itu. Permasalahan pada masa Orde Baru
dikaji mengenai upaya yang dilakukan melalui kontrol legalisasi dan struktur
korporasi untuk melindungi media cetak. Buku tersebut juga menjelaskan
kebijakan yang relevan dari Departemen Penerangan Republik Indonesia maupun
organisasi profesional hingga semua aspek yang bersangkutan dengan pers.

Relevansi penulis menggunakan buku ini adalah guna mengamati kondisi
pers pada masa Orde Baru. Pada tahun 1969, terdapat aksi pembredelan pers,
hingga pada tahun 1970 merupakan awal tumbuhnya pemberitaan pers yang
simpatik pada oposisi pemerintahan masa itu. Selain itu, kajian dalam buku
tersebut dapat dijadikan perbandingan mengenai isi berita yang berdampak pada
pembredelan.

Perbedaan buku ini dengan skripsi penulis adalah buku ini mengkaji tentang
pers nasional, menjelaskan mengenai kejadian-kejadian yang dialami media pada
masa Orde Baru, namun buku tersebut tidak melakukan pembahasan tentang isi

ataupun bentuk berita pada pers masa itu.

8 Ariobimo Nusantara, Masri Sareb Putra, dan Sudarmanto, Aksi Mahasiswa
Menuju Gerbang Reformasi (Jakarta: Grasindo, 1998).

David T. Hill, Pers di Masa Orde Baru (Yogyakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2011).



Pustaka ketiga berasal dari skripsi sejarah karya Hendra Wibawa yang
berjudul “Relasi Pers Mahasiswa dan Pemerintah di Indonesia: Studi Kasus
Pemberitaan Surat Kabar Harian KAMI tahun 1966-1974”.X° Skripsi tersebut
mengkaji lahirnya surat kabar KAMI yang sebelumnya dijelaskan juga mengenai
berdirinya kesatuan aksi mahasiswa Indonesia dan munculnya Gerakan Pers
Mahasiswa hingga menjelaskan pembredelan surat kabar KAMI dan pers
mahasiswa kembali ke kampus. Diperlukannya skripsi ini sebagai tinjauan
pustaka karena adanya pembahasan yang detail mengenai surat kabar harian
KAMI pada masa pemerintahan Orde Baru, diperjelas dengan bahasan
pemberitaan tentang praktek politik pemerintahan Orde Baru tahun 1969-1971
yang mengerucut pada Pemilu 1971.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pers mahasiswa terutama surat
kabar KAMI diberi kedudukan pemerintah Orde Baru dengan posisi pendukung
kekuasaan. Secara sadar, surat kabar KAMI memainkan peranannya untuk
melegitimasi kekuasaan dan tegaknya pemerintahan Orde Baru. Tiga tingkatan
peran yang dijalankan oleh KAMI adalah politik, ideologi, dan kritik.

Relevansi penulis menggunakan skripsi adalah mengamati bahasan
pemberitaan yang ada dalam penulisan tersebut. Terutama pada bahasan yang
mengenai praktik politik hingga Pemilu 1971. Selain itu penulis, mengamati
bagaimana jalinan rekanan antara KAMI dengan pemerintahan masa itu yang
memberikan kedudukan lebih untuk media tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan
skripsi penulis adalah skripsi ini tidak menjelaskan jenis berita yang ada dalam
perannya.

Tinjauan pustaka keempat adalah skripsi berjudul “Aliansi Jurnalis
Independen (AJI): Gerakan Pers Menuju Reformasi Tahun 1994-1999” karya
Ahmad Yusuf.** Skripsi ini memberikan informasi mengenai kondisi pers pada
masa Orde Baru, otoritarianisme pemerintan Orde Baru dan bentuk-bentuk

tekanan terhadap pers. Selain itu dibahas pula lahirnya Aliansi Jurnalis

1 Ahmad Yusuf, ¢ Aliansi Jurnalis Independen (AJI): Gerakan Pers Menuju
Reformasi Tahun 1994-1999” (Skripsi pada Program Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2005).



Independen (AJI) yang menjadi wadah bagi pegiat pers, komunitas seniman dan
wartawan untuk melawan pemerintah. Skripsi tersebut membahas pula mengenai
pemberedelan tiga media pers oleh pemerintah, yaitu Tempo, Editor dan Detik.
Pembredelan tersebut menjadi salah satu faktor lahirnya Aliansi Jurnalis
Independen (AJI). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mampu memperjuangkan
kebebasan pers dengan strategi media bawah tanah, media ini membentuk
pergerakan sosial yang memunculkan isu dan cara melihat isu yang berbeda dari
isu yang terdapat di lingkungan media umum.

Relevansi penulis menggunakan skripsi ini adalah pengamatan terhadap isi
yang sebagian dapat digunakan untuk pedoman terutama guna Klarifikasi data
yang digunakan oleh penulis. Dalam kajian surat kabar Suara Merdeka, dapat
dikaitkan antara AJl, yang merupakan organisasi pers indenpenden berpengaruh
pada masa itu, dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang merupakan
organisasi wartawan Yyang dibentuk pemerintah, yang bertekad untuk
membubarkan organisasi tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis
adalah pembahasan skripsi ini lebih pada organisasi yang ada pada Reformasi,
sedangkan penulis melakukan pembahasan bentuk publikasi yang dilakukan insan
pers pada masa Reformasi.

Tinjauan kelima adalah skripsi dengan judul “Harian Suara Karya 1971-
2005: Dari Surat Kabar Partai Menjadi Surat Kabar Independen” karya Anisa Nur
Sadrina.*? Skripsi ini membahas dominasi Pemerintah Orde Baru terhadap dunia
pers, pembredelan beberapa media pers, faktor-faktor penghambat kebebasan
pers. Dibahas pula lahirnya Harian Suara Karya, pergeseran dan penyebab
pergeseran Harian Suara Karya. Salah satu penyebab pergeseran Harian Suara
Karya adalah jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Perubahan ini menyebabkan Harian
Suara Karya melakukan transformasi dari media partai menjadi media independen

agar tidak ditinggal oleh pembaca.

2 Anisa Nur Sadrina, “Harian Suara Karya 1971-2005: Dari Surat Kabar
Partai Menjadi Surat Kabar Independen” (Skripsi pada Program Jurusan Ilmu
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2018).
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Relevansi penulis menggunakan skripsi ini adalah mengamati bahasan
skripsi tesebut guna interpretasi dengan skripsi penulis, terutama dalam bahasan
potret kehidupan media massa era Orde Baru dan pergeseran subtansi berita
Harian Suara Karya pascareformasi, sehingga dapat diinterpretasikan dengan
skripsi penulis mengenai adakah transisi substansi pemberitaan yang dimuat oleh
Suara Merdeka. Perbedaan skripsi ini adalah pembahasan yang dikaji mengenai
perubahan surat kabar yang menjadi independen, sedangkan penulis melakukan
pembahasan pada iklan politik yang dimuat dalam surat kabar pada masa

Reformasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode
sejarah. Menurut Garraghan, metode sejarah adalah suatu kumpulan sistematis
dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu secara
efektif, empat tahapan berupa pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah
(heuristik), menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis (kritik), dan
menyajikan suatu hasil sintese (interpretasi) yang pada umumnya dalam bentuk
tulisan dari hasil-hasil yang dicapai (historiografi).*?

Pengumpulan sumber sejarah atau heuristik adalah suatu teknik untuk
memperoleh jejak-jejak masa lalu.** Jejak-jejak masa lalu menurut Suhartono W.
Pranoto bisa dibagi dalam empat jenis, yaitu sumber tertulis (dokumen), sumber
lisan (oral), benda tinggalan (artefak), dan sumber kuantitatif (penghitungan).™
Sumber tertulis yang penulis gunakan dalam skripsi ini berasal dari satu sumber,
yaitu surat kabar Suara Merdeka yang terbit sejak 1950 di Kota Semarang. Surat
kabar merupakan bahan dokumenter yang berharga, sebab dari segi substantifnya

B\Wasino, Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah (Semarang: UNNES Press,
2007), him. 8-9,

G. J. Renier, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1997), him. 113.

>Syharto W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah (YYogyakarta: Graha
lImu, 2010), him. 151.
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mencakup berbagai segi kehidupan sosial yang dapat menggambarkan kehidupan
masyarakat secara utuh dari berbagai sudut pandang.'® Oleh sebab itu, penulis
melakukan penelusuran berita, khususnya komunikasi politik yang dimuat oleh
Suara Merdeka pada kurun 1997-1999.

Sumber tertulis yang sudah dijabarkan di atas perlu dilengkapi dengan
sumber lisan berupa hasil wawancara. Sumber lisan digunakan untuk
mengungkapkan pengalaman hidup beberapa wartawan yang melihat pelaksanaan
Pemilu 1997-1999. Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap
berikutnya adalah pengujian sumber. Kuntowijoyo memiliki nama lain untuk
menyebut tahap ini, yaitu tahap verifikasi yang isinya sama berupa kritik ekstern
dan kritik intern.'” Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentisitas atau
keaslian sumber, sementara kritik intern untuk memastikan bahwa informasi yang
ada di dalam dokumen tersebut dapat dipercaya. Surat kabar Suara Merdeka
menjadi koran dengan oplah penjualan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah,
sehingga sangat kredibel digunakan sebagai sumber utama penulisan skripsi ini.
Sedangkan sumber lisan yang diperolen melalui berbagai informan dapat
dikatakan kredibel karena para informan mengalami dan mengamati situasi
Pemilu 1997 dan Pemilu 1999.

Tahap ketiga adalah kegiatan sintesis terhadap fakta-fakta yang diperoleh
dari proses kritik sumber baik ekstern maupun intern. Fakta-fakta sejarah yang
relevan dengan penggunaan komunikasi politik Pemilu 1997 dan Pemilu 1999
dalam surat kabar Suara Merdeka disintesiskan dan saling dikait-kaitkan antara
satu fakta dengan fakta lainnya.’* Dengan demikian, dapat disusun narasi yang
utuh atas penggunaan iklan-iklan politik yang bertebaran selama masa kampanye

hingga penghitungan suara akhir di Kota Semarang.

%Sartono  Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi
Indonesia: Suatu Alternatif (Jakarta: PT Gramedia, 1982), him. 108.

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka,
2005), him. 100-101.

®\Wasino, Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah, (Semarang: UNNES
Press,2007), him. 73.
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Tahap keempat adalah penulisan sejarah yang menurut sejarawan Louis
Gottschalk merupakan rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data-
data yang diperoleh.19 Rekonstruksi imajinatif ini dilakukan terhadap fakta-fakta
yang sudah disintesiskan pada tahapan sebelumnya, kemudian dipaparkan dalam
bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan

benar.

F. Kerangka Pemikiran
Kekuasaan politik dengan menggunakan pengaruh media massa sebagai
sarananya, menjadi sebuah kelaziman pada era Orde Baru. Pemerintah yang
berkuasa menggunakan kendalinya atas informasi dengan tujuan untuk
melegitimasi kekuasaannya yang sah. Seluruh informasi yang dihasilkan oleh
penguasa disusun sedemikian rupa, sehingga mampu mengarahkan masyarakat
sebagai pendukungnya dan memperkuat basis kekuasaannya.”’ Keberadaan media
massa dalam bentuk apa pun pada era Orde Baru, khususnya penggunaan surat
kabar dan beberapa media elektronik seperti televisi dan radio untuk
melanggengkan dan merekayasa pelaksanaan pemilihan umum. Media massa
menjadi corong kekuasaan penguasa Orde Baru untuk memanipulasi,
mempromosikan, bahkan menarik simpati rakyat.”* Penggunaan iklan-iklan
politik ini menjadi bagian penting dari komunikasi politik dalam konsepsi
pemasaran politik.

Pemasaran politik adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai,
dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik melalui saluran-saluran

komunikasi tertentu yang ditujukan kepada sasaran tertentu dengan tujuan

¥ ouis Gottschalk, Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah,
terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas
Indonesia, 1975), him. 32.

2Suryanto, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Pustaka Setia, 2018), him.
152-153.

2lishadi S. K., Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir
Presiden Soeharto (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), him. 214-215.
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mengubah wawasan, sikap, dan perilaku calon pemilih sesuai dengan keinginan
pemberi informasi. Untuk menggerakan pemasaran politik agar lebih efektif, para
aktor-aktor politik harus memperhatikan setidaknya empat elemen utama, yaitu
produk, tempat, harga, dan promosi.?

Produk sesuai dengan konsepsi pemasaran politik tentu berkaitan dengan
partai baik logo partai, visi dan misi, program, dan kandidat yang diajukan partai.
Elemen tempat juga dalam konsepsi pemasaran politik bisa diasosiasikan dengan
ruang publik. Ruang publik ini bisa dalam berbagai bentuk, antara lain media
massa baik televisi, radio, dan surat kabar, serta papan reklame, dan internet.
Begitu pula dengan harga, bila dikonsepsikan sama dengan penjelasan produk dan
tempat dalam kajian pemasaran politik, harga sebuah partai besar lebih sulit
dimasuki oleh para calon yang ingin maju sebagai kontestan, dibandingkan partai-
partai kecil yang digolongkan sebagai partai gurem.”® Sementara itu, promosi
dalam kajian pemasaran politik lebih sering disebut kampanye, guna menarik
perhatian para pemilih pada Pemilu nantinya.*

Pemasaran politik dalam bentuk kampanye ini, agar berjalan efektif dan
benar-benar mampu menarik para pemilih dalam Pemilu, secara konkret banyak
diwujudkan dalam iklan-iklan politik. Iklan politik menurut Bolland merupakan
bentuk pembayaran yang dilakukan untuk membeli tempat atau ruang dalam
menyampaikan pesan-pesan politik dalam media. Media yang biasa digunakan

iklan, antara lain bioskop, billboard (baliho), surat kabar, radio, dan televisi.?

’Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Edisi
Revisi 2011 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), him. 277-279.

#partai gurem diartikan partai kecil yang memiliki sedikit pemilih dan
tingkat popularitasnya rendah. Baca gurem dalam kamus bahasa Indonesia
disamakan dengan penyebutan guram yang berarti suram, muram, atau tidak
bercahaya. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), him. 330.

**Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, him.
278-279.

®Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Edisi
Revisi 2011 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), him. 345.
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Menurut Baukus, iklan-iklan politik untuk memmengaruhi para pemilih ini
dapat dibagi ke dalam empat macam, yaitu pertama, iklan serangan yang
ditujukan untuk mendiskreditkan lawan. Kedua, iklan argumen yang
memperlihatkan kemampuan para kandidat untuk mengatasi masalah-masalah
yang mereka hadapi. Ketiga, iklan ID yang memberi pemahaman mengenai siapa
sang kandidat kepada para pemilih. Keempat, iklan resolusi yang menempatkan
kandidat menyimpulkan pemikiran mereka untuk para pemilih.26

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan komunikasi
politik dalam media surat kabar. Pemberitaan surat kabar secara umum di
Indonesia saat proses Pemilu berjalan hingga hari pemungutan suara berakhir,
setidaknya memuat sepuluh konten pemberitaan yang sering ditampilkan dalam
media cetak. Kesepuluh konten itu antara lain penundaan pemilihan, pemilihan
langsung, publikasi calon, akomodasi usulan masyarakat, debat terbuka calon,
dikotomi sipil militer, dikotomi putra daerah dan bukan putra daerah,
pemboikotan pemilihan, penggunaan hati nurani dalam memilih, dan politik uang
(money politics).?’

Peran dan posisi surat kabar dalam menampilkan iklan-iklan politik sangat
penting, karena surat kabar bertindak pula sebagai mediator yang menyampaikan
berbagai pesan politik dari luar dirinya, sekaligus sebagai pengirim pesan politik
yang sengaja dibuat, baik oleh pemilik surat kabar, ataupun wartawan yang
disampaikan kepada khalayak luas.”® Oleh sebab itu, secara garis besar, iklan-
iklan politik tersebut ditujukan untuk menjual dan membentuk merek, baik
kandidat maupun partai politiknya, serta mencitrakan kepada konsumen atau

pemilih bahwa kandidat yang diiklankan adalah yang terbaik dibanding para

Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, him.
346.

?’Mahi M Hikmat, Komunikasi Politik Teori dan Praktik dalam Pilkada
Langsung (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), him. 159.

%pApriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa (Jakarta: Rajawali
Press, 2012), him. 97.
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saingannya.?® Iklan dapat digolongkan berdasarkan tujuan, ruang, dan sifatnya.
Dalam penggunakan iklan politik berdasarkan sifat dikategorikan iklan non-niaga
yang berarti iklan yang dibuat untuk memengaruhi masyarakat agar mempunyai
rasa simpati atau memberi dukungan atas suatu permasalahan aspek yang
diiklankan. Berdasarkan tujuan dikategorikan iklan pengumuman adalah iklan
yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan, penerangan, atau pengumuman
kepada masyarakat tentang suatu kabar atau peristiwa. Adapun iklan berdasarkan
ruang, dimuat sesuai kebijakan antara pelaku politik dan media surat kabar
tersebut, akan menggunakan iklan dipslay merupakan iklan yang lebih
menonjolkan gambar dari pada tulisan dengan komposisi 70% gambar dan 30%
tulisan, iklan advertorial merupakan iklan yang lebih banyak berisi tulisan ataupun

menggunakan jenis ruang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Keseluruhan tulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling
berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembahasan
yang utuh mengenai penggunaan iklan politik dalam Pemilu 1999 di surat kabar
Suara Merdeka diharapkan dapat tercapai. Penjelasan terkait latar belakang dan
permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka,
metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan ditempatkan
dalam bab satu.

Sementara itu, untuk memberikan latar historis yang lebih lengkap seputar
kehidupan partai politik di Kota Semarang pada dekade 1990-an, pada bab kedua
skripsi ini akan mengulas hal-hal yang terkait dengan geografi, demografi, kondisi
sosial ekonomi, dan sosial politik yang menyertai warga pemilik hak suara dalam

Pemilu sebelum Reformasi.

»Kathy Myers, “Memahami Para Pengiklan” dalam Howard Davis dan Paul
Walton, Bahasa, Citra, Media, terjemahan lkramullah Mahyuddin (Yogyakarta:
Jalasutra, 2010), him. 230-231.
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Pemilu 1997 hingga menuju keruntuhan Orde Baru menjadi pembahasan di
bab ketiga. Bahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan di bab kedua yang
lebih spesifik, guna melihat dinamika kehidupan sosial politik warga Kota
Semarang yang ditampilkan surat kabar Suara Merdeka. Dalam bab ini akan
disorot mengenai berbagai kebijakan pemerintah kota, partai-partai politik, dan
situasi-situasi menjelang pelaksanaan hari pencoblosan, hingga penghitungan total
perolehan suara Pemilu 1997 di Kota Semarang. Difokuskan pada bagaimana
bentuk komunikasi partai politik pada masa itu.

Di bab selanjutnya yaitu di bab keempat skripsi ini, penggunaan iklan
politik dalam Suara Merdeka di Kota Semarang selama Pemilu berlangsung
menjadi fokus bahasan di bab ini. Iklan-iklan politik ditampilkan sebagai bagian
dari pemasaran politik, dalam berbagai bentuk dan kemasan yang kreatif dan
inovatif. Semua itu tidak lepas dari salah satu bentuk komunikasi politik
kepartaian dalam Pemilu 1997. Akan tetapi, dalam berkomunikasi antara partai
dan para konstituennya tersebut, tentu tidak selamanya berjalan mulus, bahkan
tidak jarang diwarnai berbagai konflik yang menyertai eksistensi dan perebutan
suara konstituen pada setiap partai. Skripsi ini diakhiri dengan simpulan sebagai
jawaban dari problematika yang diajukan di bab pertama.

Selanjutnya bab kelima adalah simpulan yang merupakan jawaban dari
pertanyaan penelitian. Pada bagian akhir skripsi ini dimuat daftar pustaka dan

daftar informan.



